. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

" putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR. 31/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam

perkara terdakwa ;

Nama : TRAN CUONG ; Q
Tempat lahir : Xa Duc Loi — Mo Duc-Quarr%a;ug ;

Umur/tanggal lahir . 43 Tahun/1972 ; ?V
Jenis Kelamin . Laki-laki ; ,@

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Vietnam ;

Tempat tinngal : Phoung 5 0 Vung Tau
VietnaQ

Agama : B X

Pekerjaan : a KM.BV 9261 TS ;

Pendidikan \‘% ingkat SD ;
Te&an Penahanan ;

Terhadap Terdakwa tidak

Pengadilan Tinggi ter ;

Telah mem eras perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya,
serta turuncs i putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 26/Pid.Sus/Prk/

2015/PN.
dia%
we imbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

tertanggal 22 Oktober 2015 No. Reg. Perkara : PDM - 76/RNI/10/2015 terdakwa
didakwa sebagai berikut :

nggal 21 Desember 2015 dalam perkara terdakwa tersebut

DAKWAAN
KESATU :

—————— Bahwa terdakwa, TRAN CUONG Nahkoda KM. BV 9261 TS bersama-sama
dengan saksi HYUNH TRO Nahkoda KM.BV 99252 TS (dilakukan penuntutan

terpisah) yang masing-masing merupakan kapal asing penangkap ikan pada hari
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Jum’at tanggal 25 September 2015 sekira Pukul 10.40 WIB atau setidak-tidaknya
dalam bulan September 2015 bertempat di perairan Natuna / ZEEI pada posisi
05°04’ 663" LU - 109° 07 248" BT yang merupakan wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan
Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ““telah melakukan
perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja di

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan aha
perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengar@@n,

pengelolaan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP ( Izin
Usaha Perikanan)”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan car%%ﬁ berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana(ter t diatas terdakwa
tertangkap oleh saksi Hendri Hamzah@ Penangkap) sedang

melakukan kegiatan penangkapan i%
pasangan (pair trawls) yakni

penangkap ikan berupa jaring p%( e i i
jenis alat tangkap berupa ja antong yang dilengkapi dengan

mulut jaring dibagian d ggunakan pelampung pada tali ris

ngan menggunakan alat

atas (headrope) dan t pada tali ris bawah (ground rope) yang
dioperasikan di da t dengan cara jaring diturunkan sampai ke
dasar laut k ‘ﬁ ujung tali penarik jaring diulur lebih kurang
sepanjan %h ratus) Meter, yang dioperasikan bersama- sama
asangannya ( KM BV 9261 TS) yang dinakhodai oleh
selanjutnya diikat pada bagian KM. BV 99252 TS yang
odai oleh saksi HYUNH TRO, kemudian jaring tersebut ditarik/

% thela secara bersama-sama oleh kapal dalam posisi berjalan dengan

kecepatan yang sama, selanjutnya setelah lebih kurang 6 (enam) jam
kemudian jaring pukat berpasangan (pair trawls) ditarik ke atas kapal
KM.BV 99252 TS dan ikan yang tertangkap dikeluarkan disimpan di
dalam palka KM.BV 99252 TS.

- Bahwa ketika terdakwa TRAN CUONG selaku Nahkoda KM. BV 9261
TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi
koordinat 05°04’ 528” LU - 109° 14’ 817” BT yang merupakan perairan
Natuna / yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Ekslusif

Indonesia (ZEEI)/ Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik
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Indonesia, kemudian KP HIU MACAN 005 mendekat dan
memerintahkan kapal KM BV 9261 TS yang dinakhodai oleh terdakwa
berhenti dan KM.BV 99252 TS yang dinahkodai saksi HYUN TRO
mendekat, lalu saksi HENDRI HAMZAH (saksi penangkap)
memerintahkan mengangkat jaring selanjutnya dilakukan pemeriksaan
diatas KM. BV 9261 TS yang dinahkodai terdakwa, dari hasil
pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan
kegiatan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan jaring
pukat berpasangan (pair trawls) yang merupakan alat pena%@an

yang penggunaanya dilarang karena dapat mengganggu da
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap tka

usak
wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dati iIpemeriksaan
diketahui bahwa kapal tersebut telal ukan kegiatan
penangkapan ikan secara illegal dan ilengkapi dokumen-
dokumen yang sah vyaitu terdakwa Qyﬁ

Perikanan (SIUP) serta ditemuk
sebanyak + 1.400 kg (seribu

miliki Surat Izin Usaha
ikarr campuran hasil tangkapan

t ratus kilogram).
- Bahwa selanjutnya KM B TS yang dinahkodai terdakwa dan

kapal KM.BV 99252 g dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO
(penuntutan terpi beyikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik

sah)
PPNS PSDKP NatJfa".

——————— Perbuatan terdxkv:) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92
Jo Pasal 26 Ay Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
Tentang Peri o Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

AT%

------ Bahwa terdakwa, TRAN CUONG Nahkoda KM. BV 9261 TS bersama-sama
dengan saksi HYUNH TRO Nahkoda KM.BV 99252 TS (dilakukan penuntutan
terpisah) yang masing-masing merupakan kapal asing penangkap ikan pada hari
Jum’at tanggal 25 September 2015 sekira Pukul 10.40 WIB atau setidak-tidaknya
dalam bulan September 2015 bertempat di perairan Natuna / ZEEI pada posisi
05°04° 663" LU - 109° 07’ 248" BT yang merupakan wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
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masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan
Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya: ““telah melakukan
perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan
penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, perbuatan terdakwa
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa
tertangkap oleh saksi Hendri Hamzah (saksi Penangkap) @ng
a

melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggu lat

penangkap ikan berupa jaring pukat berpasangan (pair%' yakni
id

jenis alat tangkap berupa jaring berkantong yang engan
mulut jaring dibagian depan, menggunakan pel pada tali ris
atas (headrope) dan pemberat pada tali ris baw round rope) yang

dioperasikan di dasar laut dengan car I iturunkan sampai ke
dasar laut kemudian ujung tali pe% jaring diulur lebih kurang

sepanjang 800 (tujuh ratus) Met ioperasikan bersama- sama

dengan kapal pasangannya 9261 TS) yang dinakhodai oleh

terdakwa selanjutnya dii bagian KM. BV 99252 TS yang
dinahkodai oleh sak;)% TRO, kemudian jaring tersebut ditarik/
dihela secara bersama-sama oleh kapal dalam posisi berjalan dengan
kecepatan ya ama, selanjutnya setelah lebih kurang 6 (enam) jam
kemudia @kat berpasangan (pair trawls) ditarik ke atas kapal
KM.B TS dan ikan yang tertangkap dikeluarkan disimpan di

a KM.BV 99252 TS.
-%/ ketika terdakwa TRAN CUONG selaku Nahkoda KM. BV 9261
‘%5 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi
QQ) koordinat 05°04’ 528” LU - 109° 14’ 817" BT yang merupakan perairan
Natuna / yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Ekslusif

Indonesia (ZEEI)/ Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik
Indonesia, kemudian KP HIU MACAN 005 mendekat dan
memerintahkan kapal KM BV 9261 TS yang dinakhodai oleh terdakwa
berhenti dan KM.BV 99252 TS yang dinahkodai saksi HYUN TRO
mendekat, lalu saksi HENDRI HAMZAH (saksi penangkap)
memerintahkan mengangkat jaring selanjutnya dilakukan pemeriksaan
diatas KM. BV 9261 TS vyang dinahkodai terdakwa, dari hasil
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pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan
kegiatan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan jaring
pukat berpasangan (pair trawls) yang merupakan alat penangkap ikan
yang penggunaanya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dari hasil pemeriksaan
diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan
penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokymen-
dokumen vyang sah vyaitu terdakwa tidak memiliki Su(sbzin
Penangkapan lkan (SIPI).-
- Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinahko %?kwa dan

kapal KM.BV 99252 TS yang dinakhodai oleh‘% YUNH TRO
]

(penuntutan terpisah) berikut ABKnya dibawa, / C ke Penyidik
PPNS PSDKP Natuna

------- Perbuatan terdakwa sebagaima r dan diancam pidana
Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 A %) ndang-Undang RI No.45
Tahun 2009 tentang Perub @s Undang-Undang RI No.31
Tahun 2004 Tentang Perik Pasal Undang-Undang RI No.31

Tahun 2004 Tentang{i{ anan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHPidana. ‘%

ATAU v

KETIGA : \\)

------ Bahwa tergdak TRAN CUONG Nahkoda KM. BV 9261 TS bersama-sama
dengan S@NH TRO Nahkoda KM.BV 99252 TS (dilakukan penuntutan
terp@ masing-masing merupakan kapal asing penangkap ikan pada hari
J ggal 25 September 2015 sekira Pukul 10.40 WIB atau setidak-tidaknya
d& bulan September 2015 bertempat di perairan Natuna / ZEEI pada posisi
05°04’ 663" LU - 109° 07’ 248" BT yang merupakan wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan

11132

Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ““telah melakukan
perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki,
menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan

atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak
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keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, perbuatan terdakwa

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa
tertangkap oleh saksi Hendri Hamzah (saksi Penangkap) sedang
melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat
penangkap ikan berupa jaring pukat berpasangan (pair trawls) yakni jenis
alat tangkap berupa jaring berkantong yang dilengkapi dengan-“qnulut
jaring dibagian depan, menggunakan pelampung pada tali<i as
(headrope) dan pemberat pada tali ris bawah (ground yang
dioperasikan di dasar laut dengan cara jaring ditur ampai ke
dasar laut kemudian ujung tali penarik jarin lebih kurang
sepanjang 800 (tujuh ratus) Meter, yang diopeéra bersama- sama
dengan kapal pasangannya ( KM BV 92 ang dinakhodai oleh
terdakwa selanjutnya diikat pada bagi % BV 99252 TS vyang
dinahkodai oleh saksi HYUNH TFJ%a mudian jaring tersebut ditarik/

dihela secara bersama-sama o

| dalam posisi berjalan dengan

kecepatan yang sama, selapjutiya”setelah lebih kurang 6 (enam) jam

kemudian jaring pukat @ angan (pair trawls) ditarik ke atas kapal

KM.BV 99252 TS ikan yang tertangkap dikeluarkan disimpan di
dalam palka KM. ‘%2 TS.

- Bahwa keti eha TRAN CUONG selaku Nahkoda KM. BV 9261

TS sedaé%?ukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat

05° 4’%@ LU - 109° 14’ 817" BT yang merupakan perairan Natuna /

ér asuk dalam wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI)/

ah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, kemudian KP HIU

Q%ACAN 005 mendekat dan memerintahkan kapal KM BV 9261 TS yang

dinakhodai oleh terdakwa berhenti dan KM.BV 99252 TS yang

dinahkodai saksi HYUN TRO mendekat, lalu saksi HENDRI HAMZAH

(saksi penangkap) memerintahkan mengangkat jaring selanjutnya

dilakukan pemeriksaan diatas KM. BV 9261 TS yang dinahkodai

terdakwa, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut telah

melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dengan

menggunakan jaring pukat berpasangan (pair trawls) yang merupakan

alat penangkap ikan yang penggunaanya dilarang karena dapat
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mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal
penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinahkodai terdakwa dan kapal
KM.BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO (penuntutan
terpisah) berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PPNS PSDKP
Natuna .

——————— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009
Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 T%w
Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No 31 Tahun 2Q04
Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. O?"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan @enuntut Umum
tertanggal 18 Desember 2015, No.Reg.Perkara: PD 10/2015, terdakwa
telah dituntut sebagai berikut : %

1. Menyatakan terdakwa TRAN CUONGsx%a hoda KM. BV 9261 TS

terbukti secara sah dan meyakinkan t hukum, bersalah melakukan

perbuatan pidana‘“telah melakuk Uatan atau turut serta melakukan
perbuatan, dengan sengaja iki, menguasai, membawa, dan atau
menggunakan alat penan an dan atau alat bantu penangkapan

ikan yang menggang n merusak keberlanjutan sumber daya ikan

di wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonest elanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-
Undang RI @ahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Rl No n 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang
RI Cleahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
idanasebagaimana Dakwaan Ketiga.
2% atuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 8 (delapan) Bulan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
e 1 (satu) unit kapal KM BV 9261 TS
e I1(satu) unit alat bantu Penangkapan lkan Pair trawl
e 1 (satu) unit GPS Foruno GP-32
e 1 (satu) unit RadioStar 2400
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Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000
(lima ribu rupiah).
Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri
Ranai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa TRAN CUONG telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan atau

turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mesilikl}

menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penang. n
dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu d. usak
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ji i wilayah

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRAN CU
denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar

3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar d@:
selama 4 (empat) bulan; ®

dengan pidana
us juta rupiah)

engan pidana kurungan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit KM BV 9261 n 88 GT terbuat dari kayu berikut
mesin merk Hino 10 Cylin PK Nomor mesin 113311050;

b. 1 (satu) unit Alat Banty, Pen apan Ikan Pair Trawl;
¢. 1 (satu) unit GPS FU%PGZ;

d. 1 (satu) unit Radio?a; 2400 ;
Dirampas Untq@ ra

5. Membebanka@ akwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima

ribu ru@»

imbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum
teﬂ nyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranai pada
tanggal 23 Desember 2015, sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding
Nomor 3/Akta.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran. dan permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa
pada tanggal 28 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 10 Februari 2016 dan telah
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diberitahukan dan diserahkan kepada terdakea pada tanggal 10 Februari 2016,

tetapi tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor
W4.U14/116/HN.01.10//2016 kepada Jaksa Penuntut dan kepada terdakwa
Nomor W4.U14/117/HN.01.10//)2016 masing-masing tertanggal 17 Desember
2015 kepada Terdakwa tentang pemberian kesempatan  untuk
mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Ranai
sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaﬁ@uk

diperiksa dalam tingkat banding; %
Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dal @banding
dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam teng?i&tu dan cara serta

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, ka\permintaan banding

tersebut dapat diterima ; %)
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Um alam memori bandingnya

pada pokoknya mengemukakan Penuntut; keberatan dengan terhadap
barang bukti kapal beserta alat navi @an alat komunikasi yang dirampas
untuk Negara, karena menurut an kami barang bukti tersebut layak
untuk dimusnahkan demi ke ngsungan nelayan-nelayan kecil di Natuna,
selain itu juga karena apabilay kapal dirampas untuk Negara masih terdapat
kemungkinan kapal ters jatuh ke pemilik kapal tersebut dengan cara
mengikuti tata cara a. Bahwa alasan kami tersebut diatas sekaligus juga
mendukung pro ‘%é

di curi ole N%}an Negara Asing, Oleh karena itu, dengan ini kami mohon

merintah dalam konservasi laut Indonesia yang banyak

supaya ilan Tinggi Pekan Baru menerima permohonan banding dan
men(ag bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana telah
melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, yang

memalsukan dan / atau mengunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI Palsu melanggar
pasal 94A Jo pasal Jo Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas
UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta menetapkan barang bukti kapal
KM BV 9980 TS untuk dirampas untuk dimusnahkan dan dibebani biaya perkara
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu tupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan
dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Desember 2015;
Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan

banding hanya terhadap penjatuhan sangsi barang bukti yang dijatuhkan oleh
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pengadilan tingkat pertama dan seharusnya barang bukti tersebut dirampas
untuk dimusnahkan dan bukan dirampas untuk Negara, namun majelis hakim
pengadilan tingkat banding secara judex factie berwenang untuk
mempertimbangkan seluruh pertimbangan hukum dari putusan yang dimintakan

banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan,
Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama telah dinyatakan terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana di n

diancam dalam “Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI ?a%?ahun
04

2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tah 4" Tentang
Perikanan jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 T:
Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana" , sebagai dalam dakwaan

ketiga alternative; %
Menimbang, bahwa setelah Majelis H 'r&ngadilan Tinggi mempelajari
secara seksama berkas perkara dan tu n mi putusan Pengadilan Ranai

tanggal 21 Desember 2015 Nomor éd}Sus—Prk/ZOB/PN. Ran dan memori
§i|s\

Tentang

banding Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi sependapat
dengan pertimbangan hakim tin ertama dalam putusannya bahwa terdakwa
telah terbukti secara sah ‘%-neyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dakwaan %ﬂ'ga alternative dan pertimbangan hakim tingkat
pertama tersebut i: %auh dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis

Hakim Pengadila
tingkat bar@

nimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah telah tepat
r

ngkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam

dé%) dalam perkara aquo diterapkannya ketentuan Pasal 102 UU No 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi “Ketentuan tentang pidana
penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang
perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada
perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara
asal yang bersangkutan, walaupun Pemerintah Republik Indonesia tidak ada

perjanjian dengan Pemeritah Negara Vietnam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli telah dikemukakan hal-

hal sebagai berikut :

Ahli Perikanan MUHAMMAD SOLIKHIN, di sumpah dan keterangannya

sebagai Ahli Perikanan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

= Bahwa, AhliPerikanan telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat

penangkap ikan dan perlengkapan lainnya kapal ikan KM. BV 99252 TS di
dermaga Pelabuhan Satker PSDKP Natuna atas dasar Sur rifitah
Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten aw'rv Nomor
: 870/DKP-SET/408 tanggal 30 September 2015 B@

Nama Saksi Ahli Perikanan berdasarkan surat per onan Kepala Satker
PSDKP Natuna Nomor:09/PPNS-Kan/NT .520/1X/2015
tanggal 28 September 2015 Perihal ba terangan/pendapat ahli

perikanan; ;‘\

» Bahwa, berdasarkan hasil peme@ hli Perikanan, di kapal  KM.BV
99252 TS diketahui bahw. dua) unit alat tangkap trawl dalam

kondisi sudah digunakaf, t pat 1 (satu) buah gulungan/hauler, tali

enyampaian

penarik jaring traw winch. Spesifikasi  jaring trawl yaitu panjang
tali ground rope er, head rope 36,48 meter, panjang kantong 6

meter, jumd?g,éampung pada head rope sebanyak 26 buah, besi

pember nyak 30 buah, ukuran mesh size pada kantong trawl

se@ m, kantong  jaring (cod end) berlapis dua, panjang badan
0 meter, bahan jaring terbuat dari polyethelene (PE);

hwa, berdasarkan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Pasal 26

Q ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha

perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,
pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan berdasarkan Undang-

Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang

RI No. 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang

yang memilikidan/atau mengoperasikan  kapal = penangkap ikan

berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan
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di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas
kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat
Izin Penengkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi
kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar
(SPB) asli, di kapal KM. BV 99252 TS tidak ditemukan dokumen@un

S

yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

= Bahwa Kapal, KM. BV 99252 TS merupakan kapal penaak n jeni

pair trawl berperan sebagai kapal utama dari oper sama-sama

dengan kapal pasangannya (KM. BV 9261 TS).

99252 TS berjumlah 2 (dua) unit dan berfu

dengan alat komunikasi radio untuk salk%a
a

ua kapal dilengkapi
munikasi dalam rangka
persiapan operasi, selama operasi d sda operasi penangkapan ikan.
Prinsip kerjanya yaitu KM. BV merupakan kapal utama dari
pasangannya (KM BV 9261 ‘% | kerja pair trawl yaitu kedua kapal
saling merapat, tali pen X g pada kedua kapal diikat pada masing-
masing sisi ujung i&ring trawl. Setelah diikatkan kedua kapal
merenggang sa "%19 diturunkan. Setelah posisi jarak kedua kapal
sesuai den %iinginkan oleh nahkoda, kapal bergerak bersama
dengan g%g‘akapal relatif sama sehingga kedua kapal sejajar. Pada
saat. di sikan secara bersama-sama dengan KM. BV 9261 TS jaring
%embentuk kantong.Pada head rope dilengkapi dengan pelampung
%‘% pada ground rope dilengkapi pemberat besi atau rantai sehingga
Q engaduk sapuan dasar perairan. Semua biota yang dilewati masuk ke
dalam kantong termasuk ikan-ikan kecil, terumbu karang lunak dan
lumpurpun ikut didalamnya. Setelah jaring ditarik selama waktu yang
dibutuhkan dan dirasakan muatan ikan cukup, maka tahap selanjutnya
pengangkatan jaring. Awal mula pengangkatan kedua kapal saling
berkomunikasi, tali penarik jaring trawl pada kedua kapal digulung

sehingga kedua kapal semakin merapat dan jaring mulai terlihat. Jarak
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kedua kapal dekat dan bagian kantong diangkat keatas kapal utama.

Bagian kantong (cod end) dibuka dan ikan dikeluarkan;

» Bahwa pair trawl yang ada di KM. BV 99252 TS yaitu memiliki spesifikasi

sebagai berikut :

1). Kantong jaring trawl (cod end) mesh size 2 cm,

2). Kantong berlapis ganda,

3). Dilengkapi rantai pengejut dan bola besi di ground rope,
4). Tali penarik jaring winch, gulungan tali, @

sehingga Ahli Perikanan bisa menjelaskan bahwa kapal KM. BV S adalah

kapal penangkap ikan pair trawl dan tidak sesuai dengan ke Sebagaimana
R.02/MEN/2011

pan Ikan di Wilayah

diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikan
tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu P
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indoneﬂ%
ukuran dan selektifitas dan kapasitas Alat P a

tercantum dalam kolom

Ikan;

= Bahwa berdasarkan Unda g No. 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Unda M gNo. 31 Tahun 2004 tentang Perikan
an pada Pasal 85 jelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja
memiliki, men i, membawa dan/atau menggunakan alat
penangka w n/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu
dan m p‘yengelolaan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di
WQS engelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana
S

ud dalam Pasal 9 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

@%1 denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Q » Bahwa pada saat jaring trawl ditarik menggunakan dua kapal dengan
kecepatan 2-3 knot, jaring yang memiliki pemberat besi atau rantai
pengejut pada bagian ground rope, bagian bawah jaring akan
terbenam sampai dasar. Bola-bola besi dan rantai akan mengaduk
substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya. Organisme
atau biota yang dilewati akan masuk di dalamnya tanpa proses selektif,
seperti ikan-ikan kecil, karang lunak, lumpur atau sampah di dasar laut

masuk ke dalam kantong sehingga menyebabkan lingkungan dasar

Halaman 13 dari 18 Putusan No.31/PID.SUS/2016/PT. PBR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan rusak. Karena karang lunak ikut tersangkut dan hancur
terkena bola besi pada ground rope jaring dan mengakibatkan

kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya

tidak berkeberatan;

Ahli Pelayaran SAID LUKMAN, SE, telah memberikan keterangan di bawah
sumpah di tingkat penyidik atas persetujuan terdakwa keterangannya di bacakan

dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

= bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera s %ﬁdera
Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indo agaimana
disebutkan dalam Pasal 1 (39) UURI Nomor 17% 008 tentang
Pelayaran;

= Bahwa dari hasil pemeriksaan yang A% yaran lakukan, kapal
penangkap ikan KM. BV 99252 TS yang ngkap dan diperiksa KP. Hiu
Macan 005 pada tanggal 25 Ss@%er 2015 tanpa bendera yang
secara kontruksi dan awak l% erasal dari Vietnam serta tidak
memiliki dokumen kelen apal yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Indonesia, maka da a@ékan kapal penangkap ikan KM. BV 99252
TS adalah termas | asing;

» Bahwa batas wi% aut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial,

2. Batas wontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
(ZEEL);

. B@ atas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
n

asarkan UURI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Q) donesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah
Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang
berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah
dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil

laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
= Bahwa cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau
terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 mil laut ke arah

laut lepas dimana ZEEI diawali 12 mil sampai 200 mil ke arah laut luas;
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» bahwa berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-
Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan
oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, bahwa
posisi terdeteksi berada tepat dibatas garis teritorial Perairan
Indonesia, ini termasuk katagori teritorial, sedangkan posisi dikejar dan
tertangkap KM. BV 99252 TS berada di Wilayah Perairan
Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna sekitar
+ 67 mil dari garis teritorial Perairan Indonesia;

= Bahwa KM. BV 99252 TS tidak memasang bendera, tetapi gra
kontruksi kapal tersebut berasal dari Vietham dan kapalé&g

P

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya tidak

berkeberatan; :%

Menimbang, bahwa berdasarkan fak ebagaimana telah dibuktikan

dari

tersebut diatas, maka majelis haki ngadilan tingkat banding berpendapat
walaupun pasal 102 Undasnhg ang Nomor 31 Tahun 2004 dengan tegas

mengatakan Warga Negar ing yang menangkap ikan di wilayah ZEEI tidak

dalam pertimbangan hukum unsur tind; idana dan pendapat ahli sebagaimana

dapat dipenjara, dan ha apat dikenakan pidana denda dan perampasan,
namun terdakwa tev‘sg' elakukan penangkapan ikan tidak hanya menangkap
ikan di ZEE udah masuk dalam wilayah laut teroterial Indonesia,

menangka@ﬁiengan memakai jarring trawl yang dilarang menurut hukum

Indonegia na merusak biota laut dan ekosistemnya, juga terdakwa juga
me hi petugas Indonesia dengan cara menukar bendera negaranya
dengan’ bendera Negara Republik Indonesia, oleh karenanya dengan
pertimbangan hukum tersebut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

wajib untuk dikesampingkan; ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa
tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga menjadi contoh bagi

masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan terdakwa ;
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Menimbang, bahwa pencurian ikan di laut dengan mempergunakan trawl
sangat merugikan nelayan tradisional Indonesia dan kerusakan bagi biota laut,
maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan
perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan
dan yang meringankan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga

menambahkan hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerinta@lik

Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikaﬁn» ntang

pemberantasan lllegal fishing. %

Sedangkan hal-hal yang meringankan sama deng apa yang telah
diuraikan Majelis Hakim tingkat pertama ; %

Menimbang, bahwa mengenai bara %&kti;yang dalam amar putusan
tingkat pertama dirampas untuk Negar, jelis Hakim Tingkat Banding tidak

sependapat ; - E

Menimbang, bahwa r
Umum merupakan alat % ipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun
n

hasilnya haruslah dira@

Menimb@&ahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
usan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 21 Desember 2015

bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

tuk dimusnahkan ;

diatas,

Nom id.Sus-Prk/2015/PN.Ran haruslah diperbaiki sekedar mengenai
ng dijatuhkan kepada terdakwa dan status barang bukti, sedangkan
putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amarnya sebagaimana tersebut

dibawah ini ;
Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya

dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat

banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;
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Mengingat Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Rl Nomor 45
Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan dalam

KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum. %k

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ranai tang esember
2015 Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran sekedar m pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa dan status barangqbu ehingga amarnya

berbunyi sebagai berikut : %
- Menghukum terdakwa oleh karena itu% pidana penjara selama
2 (dua) tahun dan denda Sebe®. 2.000.000.000,- (dua milyar

rupiah). Q
- Menetapkan apabila de ebut tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan sela(ﬂb tu) tahun .
- Menyatakan barang.bukt”berupa :
a. 1 (satu) wnit BV 9261 TS ukuran 88 GT terbuat dari kayu
berih&;?sm merk Hino 10 Cylinder 450 PK Nomor mesin

unit Alat Bantu Penangkapan Ikan Pair Trawl;

.\ I'(satu) unit Radio Star 2400 ;
irampas Untuk Dimusnahkan.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya .
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, sedangkandi tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu

lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal
tanggal 24 Februari 2016 oleh kami: ZAHERWAN LESMANA, S.H. selaku
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Ketua Majelis H. SARPIN RIZALDI, S.H,M.H. dan SUGENG RIYONO, S.H.,M.H.
masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 oleh Hakim
Ketua Mejelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta  H.P.
GULTOM,S.H Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa
Penuntut Umum dan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA; KETUA MAJELIS;
H. SARPIN RIZALDI, S.H,M.H. ZAHERWAN L A, S.H..

SUGENG RIYONO, S.H.,M.H.

&

PA %GGANTI;
N

N s
N
@?’

&
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